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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan evaluasi beban kerja diketahui terjadi ketidak seimbangan 

antara tenaga penguji terhadap jumlah kendaraan yang di uji 

perharinya. Dengan jumlah penguji yang terdapat di Unit Pelaksana 

Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor saat ini, tingkat penguji yang 

beban kerjanya yang berlebihan yaitu penguji tingkat 2. 

2. Dari hasil perhitungan antrian, dapat diketahui bahwa jumlah 

kendaraan yang di uji di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan 

Bermotor Kota Pekanbaru sudah melebihi jumlah ideal. Dengan 

pelayanan 6,5 jam, jumlah ideal kendaraan di uji Unit Pelaksana Teknis 

Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru yaitu 56 Kendaraan. 

Namun saat ini rata – rata kendaraan melaksanakan pengujian di Unit 

Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru 

sebanyak 143 Kendaraan perharinya sehingga memelurkan 

penambahan lajur pengujian untuk mengoptimalkan pelayanan. 

3. Berdasarkan evaluasi beban kerja dan perhitungan beban kerja, agar 

beban kerja tiap – tiap tingkatan penguji tidak overload maka 

dibutuhkan penambahan sebanyak 13 penguji di Unit Pelaksana Teknis 

Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru, berikut adalah 

kebutuhan penguji yang ideal sesuai kompentesi : 

Tabel V. 1. Kebutuhan penguji di tahun 2019 

No 
Tingkatan 

Penguji 

Kekurangan Penguji 

Tahun 2019 

1 Pembantu Penguji 0 

2 Penguji Pemula -2 

3 Penguji Tingkat 2 -5 

4 Penguji Tingkat 4 -4 

5 Penguji Tingkat 5 -2 
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V.2. Saran 
Untuk memaksimalkan kinerja di Unit Pelaksana Teknis Pengujian 

Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru, maka penulis menyarankan: 

1. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru 

agar melakukan penambahan jumlah lajur uji yang sesuai dengan 

jumlah kendaraan yang di uji perharinya.  

2. Pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota 

Pekanbaru hanya terdapat 15 orang penguji, sementara dari 

perhitungan beban kerja setidaknya membutuhkan penambahan 13 

orang penguji agar mencapai beban kerja yang ideal. 

3. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru disarankan agar melakukan 

penambahan alat uji dan penambahan sumber daya manusia penguji 

yang sesuai dengan kompetensinya.  

4. Beban kerja yang sesuai dengan pemenuhan angka kredit dalam 

kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan fungsional penguji 

menggunakan Menpan 150 Tahun 2003. 
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